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TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN POKUMENTASI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

K¢pala Dinas Komynikasi dan Informaf.iké
Kabupaten Litya Puluh Kota

JAMA, M.Si
03 1 002

NIP. 1966082819

NAMA SOP SOP Penanganan Mediasi Sengketa Informasi Publik
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 1. Pendidikan: S1, D3 (Teknik Informatika, [lmu Komunikasi, Hukum, Sosial)

2.

3.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3

Keterbukaan Informasi Publik

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149

. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang

Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357

Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

2. Meniliki kemampuan memahami pedoman pengelolaan layanan informasi

dan

3. Mengetahui dan memahami tata kelola dokumentasi dan tata kearsipan
Mampu mengoperasikan komputer

4. Memiliki kemampuan menganalisa dan mengklasifikasi informasi dan
dokumen berasarkan UU dan kepatutan yang berstatus rahasia atau

terbuka

5. Memiliki kemampuan mengolah data dan informasi
6. Memahami dan memiliki kemampuan menggunakan IT




Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 157)

. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor i
Tahun 2017 tentang Pengklasifikasikan Informasi Publik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429)
. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649)

KETERKAITAN : PERALATAN DAN KELENGKAPAN :
1. SOP Pengelola Permohonan Informasi Publik 1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
2. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan 2. Term Of Reference
3. SOP Pengelolaan Keberatan Informasi Pubilik 3. Alat Tulis Kantor
4. SOP Penanganan Mediasi Sengketa Informasi Publik 4. Komputer
5. SOP Penetapan dan Pemuktakhiran Daftar Informasi 5. Jaringan Internet
6.

dan Dokumentasi Publik
6. SOP Pendokumentasian Informasi Publik

Daftar Informasi Publik

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDAPATAN

1. Apabila Daftar Informasi Publik ini tidak dibuat, maka
pelaksanaan  kegiatan  pelayanan  permohonan
informasi publik akan terkendala dan tidak optimal

2. Apabila Prosedur ini tidak berjalan maka tujuan dari
PPID Kabupaten Lima Puluh Kota tidak akan tercapai

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy




D. SOP PENANGANAN MEDIASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK

No PELAKSANA PENDUKUNG
PPID ATAUI & -
R Izinggf!ggl PPID ATASAN PPID m;gg‘iis.’-‘:ﬁ KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT BETARANOAS
PEMBANTU

1 |Setiap Pemohon (1) Formulir Pengajuan |Pada hari dan |Formulir
Informasi dapat {eberatan informasi jam kerja pengajuan
mengajukan keberatan publik yang tersedia di |{maksimal 10 |keberatan
secara tertulis kepada meja pelayanan PPID  hari kerja, pelayanan
Atasan PPID dalam waktu - atau ditampilkan di sejak informasi
10 (sepuluh) hari kerja, website dan dapat permohonan publik yang
sejak permohonan diunduh, (2) Fotocopy |informasi telah diisi
informasi teregistrasi dan atau scan identitas diri |teregistrasi lengkap dan
diberikan. Perpanjangan (NIK) dari pemohon dilampiri
Pemenuhan Permohonan yang mengajukan fotocopy/sca
informasi selama 7 keberatan n identitas
(tujuh) hari sejak diri (NIK)
pemberitahuan tertulis
diberikan dan tidak dapat
diperpanjang lagi.

2 |Atasan PPID menetapkan Tanggapan
Tim fasilitasi sengketa tertulis dari
informasi untuk | atasan PPID
mengupayakan - perihal
penyelesaian sengketa informasi
informasi, yang dibentuk yang
oleh PPID Utama disengketaka

n




Tim fasilitasi sengketa
informasi di ketuai oleh
PPID Utama dan
beranggotakan PPID
Pembantu terkait, pejabat
yang menangani bidang
hukum, pejabat
fungsional, serta JFU
yang sesuai dengan
kebutuhan

Diajukan dalam
waktu paling
lambat 14
(empatbelas)
hari kerja
setelah -
diterimanya
tanggapan
tertulis dari
atasan PPID

Tim fasilitasi sengketa
informasi melaporkan
proses penanganan
sengketa informasi
kepada atasan PPID

Upaya penyelesaian
sengketa Informasi publik
diajukan kepada Komisi
Informasi Pusat, Komisi
Informasi Provinsi,
Komisi Informasi
Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangannya
apabila ianggapan Atasan
PPID dalam proses
keberatan tidak
memuaskan informasi.




